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KATA PET{GANTAR

puji Syukur kehadirat Allah SWT atas perkenan dan ridho-Nva,

penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara

Femtierian Keringanan, Peng*rangan, Pembebasan, dan Penundaan

pemhayaran atas pakok d.an/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribrusi Daerah

dapat terselesaikan dengan baik dan disusun oleh Perangkat Daerah teknis

pemrakarsa sebagai salah satu perslraratafl daiam pengajuan Rancangan

Peraturan Bupati ke Bagian Hukurn dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten

Sangka.

Penyusuna-n terhadap Penjeiasan Rancangan Peraturan Bupati ini

qiisusun daiam rangka menindakianjuti amanah dari beberapa ketenil.ran

terhadap Peraturan Perundang Undangan yang letrih tinggi yaitu ketentuax.

Posal 96 ttgat {1) {-}ndarug t}ndang Nomar I Ta\run 2022 tentang Hubu,ngan

It"euangan Arutara Fernenn.tah PLsat dan Pemeint*han Daers.h Aaftg

meng&manahkant Kepala Daerah drspa:t memberik** kerirzgttnarl, pengur&Wan,

pembebasan, dan penundaan pernbagctrafl atas pakak danl atcru sanksi P*iuk

dan Retribusi, ketentuan Pasal 1O2 agat (4) Peratrtran Pemerintah lfomor 35

Tx?-t*n 2023 tentang Ketenfrta.n umur.lt Paj*k Daerah dan Retribwsi Ds"er*ttg*rry

?rwftg&mana.?tkrin Ketentuarz lebitt t*njut mengenai administrasi daru tata *sra

keringanani pengurxngzn, pembebasart, d.an penundaart pembagaran atas

pokok Pajak, pokok Retribusi, danzl at*u sanksinya diatur rlerugan Perkada d*n

kstentuan Pasal 135 uyat {4) Peraturan Da"erah Kabupaten Bangka Nomor 7

Talzutz 2023 tentang Pajak Da*ra,tz dan Retribusi Daerah gang berlturtyi

Ketentuan lebih lanjut rnengerlai tata eara pemberian keringananr,

{}*tlgTtrangan, pernbebasan, dczn penurudaan pernbayaran Pajak dan Retribusi

D*erah diatur dengan Perahran Bupati"

Selanjutnya Kami juga menr,'ampaikan bahwasann,va Penjelasan ini

dapat tersusurr sedemikian rupa, tidak terlepas dari peran serta dan hantuan

Lrerbagai pihak. Sehingga penjeiasan ini nantinya merupa-kan pedoman hagi

Perangkat Daerah dalam meiakszurakan PemLrerian Keringanan,

Pengurangan, Pembebasan, dan Penunclaan Pembayaran atas pokok

dan/atau sanksi Pajak Daerakr darr Retrikrusi Daerah.
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Akhirn_va Tim mengucapkatt terirnakasih kepada pihak -yang telair

mernberikan rnasukan 3.ang sangat berharga kepada Perangkat Ilaerah Teknis

pen:angku Pajak dan Retril:r-lsi Daerah yang sudah mernberikall saran dar:

masukan guna tersusunnya Penjelasan Raperbup ini.

Slingailiat, Mei 2025
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B.*B I
PET.iTI}"*HI}LUAliI

JL. Latar Belakang
Otr:nomi Daerah merupakan amanah Unrlang-Unclang Dasar .vang

menernpatkan keleluasaan clan kekuas*an pada da*rah {pror"insi, kahupaten.

tLan kota] untuk mengatur urusann-v'a sendiri. Otonr:mi Daerah adalah hak,

wearenang, dan kewajiban daerah oton*m untuk mengatur dan mengurl;$

*endiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

sistern Negara Kesatuan Repui:lik Indonesia' Daerah mempLrn3rai kewenangall

:rang otonom untuk mengatur darl. mengllrus kepentingan rnasyar*"kat

menurut praksara sendiri berria*arkan aspirasi mas3rarakat sesuai dengan

peraturan undang-undang, yakni Utrdang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Unriang Nomor 6 Tahun 2A23. Perrerintah daerah diberikan

*t*norni seluas luasnya dengan dihatasi pada hal-hal y-ang oleh Unclal?g*

Undang diamanahkan kepaela pemerintah pr.rsat. Pemerintahan daerah

genjalankan otonomi sel.ua* luasnya kecuali urusan pernerintahan yang oleh

und*.ng-undang ditentuka"n sebagai urLISan pemelintah pusat. tJntuk

rnengejawantahkan otonominy-a. pemerintah daerah Lrerhak untuk

mer:etapkan peraturan-peraturan yang dapat rner,l.ujudkan tujuan

deserrtralisasi tersebut"

Tujuan utama dari pelell<sanaan otonomi daerah dimaksr-rdkan untuk

meningkatkan F€laysy1atr publik dan memajukan perekonornian daerah

iMardiasmo, 2004). Berbagai regr-rlasi dibuat untuk memastikan tujuan

tersebut dapat dicapai dengan opiimal. Saiakr $atun-va ditandai dengan

diketuarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahi-rn 2*23 tentang Penetapam

P*raturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2422

terrtang Cipta Kerja Menjadi Unclang-Undang. Undang-Undang tersebut

r'rrenekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan

memperhatikan dampak langsung yang akan diterima oieh masyarakat dan

ekosistem inroestasi daerah" Namun demikian, peningkatan ekosi*tem

investasi daerah cian pelavarian pr-rblik sering kali kontraproduktif dengart

upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini



diseLrabkan oieh banyak faktor, antara lain karena rumitnva sistem

administrasi untuk mengakses pelayanan publik dan rendahnya efektivitas

pemerintah daer:atr clalam mengeksekusi potensi daerah rnenjadi pendapatan

riaerah. Oieh karena itu, pertraikan dan pembenahan perlu terus dilakukar:

untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan pr-lblik, ekosistem investasi

daerah, dan pendapatan daerah"

Undang-Unda:rg Nornor I Tahurn 2A22 tentang Hutrungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah serta Peraturan

Pemerintah Non:or 35 Tahun 2023 tentamg Ketentuan Umum Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah diterhitkan *ntuk mendukung hal tersebitt. Regula*i

tersebut rnenekankan bahwa keu,enaflgan yang cliberikan oieh Pemerintah

kepada pemerintah daerah untuk mernungut P4!ak Daerah dan Retribusi

*a*rah. Hal tersebut dapat ditinjau dar:i pembcrian kervenangan i'eng

Citrerikan kepad,a Permerintah untuk mereviu tarif Pajak dan retritrusi Daerah.

Selanjutnya dengan telah ditetapkannya Feraturan Daerah Kal:upaten

Bangka Nomor 7 Tahun 2A23 tentang Pajak llaerah dan Retrubusi Daerah.

-}.*.nS merupakan turunan dari Undang*Undang Nomor 1 Tahun 2022 da::r

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahr-rn 2023, maka P*merintah Daerah

rnernpunyai kewajiban untuk meninclaklanjutin3'a dengan menvusui?

Peraturan Kepala Daerah sesuai yang telah di amatrahkan dalam Perda

tersebut salah satunya adalah Raperbup tentang Tata Cara Pemberian

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pernbayaran atas

p*kok dan/atau sanksi Pajak Daerah <lan Retrihusi Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan adanya usulan terhadap perubahan pengurarlgan

tarif p4jak daerah dan retribusi daerah l,ang sudah ditetapkan dalan:

Feraturzu: Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak

Daerah dan Retrjbusi Daerah, maka Pemerintah Daerah akan men3ilrsun draft

Rar:cangan Peratr:ran Bupati tentan6 Tata Cara Pemberian Keringanan,

Pengurangan, Per::bebasan, dan Perri-rndaan Pembayara.n ata.s pokok

dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retr-ibusi Daerah"

Dalam tataran peratr.lran perundang undangan pengurangan tarif
retribusi hanya dapat Cilakukan melalui Pemberian Keringanan.

Pengurangan, Pembebasan, ctan Penundaan Femba-1,-aran atas pok*k

dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu



Pemerintah Daerah akan merlyllsun dr:alt Rancangan Peraturan Bupati guna

mengakomodir usulan dari Per:angkat Daerah. Selain itu juga dr:aft Raperbup

dirnaksud dipergunakan untuk selunlh Perangkat Daerah -\'ang mempun3rai

tl.rgas pokok <lan fungsi dalam melak*anakan pemungutan pajak daerah dan

retritrusi daerah.

Pemberian-r Kerir:ganan, Fengurangan, Pembelrasan, dan Penundaan

Fembayaran atas pokok ilan/atau sanksi Fajak Daerah dan Retribusi Daerah

ini cliharapkan dapat mengltrangi beban masyarakat dalam membayar pajak

daerah dan retrihusi daerah. Melihat kondisi perekonornian di Kakrupaten

Bangka yans menurun mengakibatkan wajib pajak cian w'ajib retribusi

keberatan dengan beberapa tarif yang sudah ditetapkan dalam Perda Nomor

? ?ahun 2A23 yang menurut masyarakat terlalu tinggi'

C., Tujuan Penyusunan

Tujr-ran penlrLrsunan Penjelasan Raperbup tentang Ta'ta Cara Pemberian

Keringanan, Pengurangan, Pembetrasan, dan Penundaan PembaSraran atas

pokok danlatau sanksi Fa,iak Daerah dan Retribusi Daerah adalah

memberikan dukungan kepada mast'arakat dan pelaku usaha yang

mengalami kesulitan rnembayar pajak dan retribusi daerah akibat berbagai

faktor, seperti dampak pandemi, ber:cana alam, atau kesuiitan ekonomi

iainn},a. Dengan memherikan keringalan, pengurangan, pembetrasan, dan

p*nundaan pemba],aran atas pokok dan/atau sanksi, pemerintah claerah

dapat rnembantu meringankan beban masyarakat dan rnendorong pemulihan

ekonorni daerah.

I). Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20tr4 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali di ribah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2A23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a menjadi

Undang-Undang;

t. Undang-Undang Ncmor 1 Tahun 2*22 tentang Huburrgan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2423 tentang Ketentuan Urnurrr

Fajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2423 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.



EAB II
P{}I{C}Ir PIIEIRAX

Dalarn Rapertrup Pokok pikiran peml:erian keringanan' pengurangal"}l

peurtrehasan, dan penundaan pemba}'aran atas pokck dan/atau *anksi pajak

daerah dan retribusi daerah yaitu tne*trerikan trantuan kepada *'ajil: pajak

clan r.vajib retriLrusi -r'5o* mengalami kesulitan dalam mer*enuhi kervaiiban

mernLra-var pajak atau retribusi. Pertberian terseLrtlt Lrertl-rjuan untuk

r*eringankan bekran keuangan rua-iiir pajall clan rvajil: retribusi guna menjag*

keheriangsungafl perekonornian daerah dan optimaiisasi Pendapatan Asii

Daerah.

Berikut adalah pakok pikiran :,ang mendasari Pemberian Keringanan,

Pengtlrangan, P*mbebasan dan Pen.ur:'c1aan Pernbararan atas pokok danfatau

sanksi Pajak dan Retrii:usi Daerah :

a- Fleksibrilitas dalam Pemenuhan KeN'ajiban :

Pemberian Keringanan:, Fengurangan, Pembehasan dan Fenundaan

pernbayara.n atas pokok $anr/atau sanksi Pajak dan Retrihusi Daer*h

memungkinkan u'ajib pqjaklretribusi untl,rk membayar pqjak/retritrusi

sesl.lai clengan kemarnpr:a:: fi*ansial- *lereka, tatrpa memaksa mer*ka

untuk memenuhi kervajitr&fi secara penuh jika rnengaiami kesulitan.

ti" Penyeienggaraan Keadilan:

Pernberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan cian Penundaan

P*rnha,varan atas pokok danf atau sanksi Pajak clan Hetrii:r.rsi Daerah dapat

rnembantu menciptaican sisten: pajak yang adil, di rtana mereka ]iang

tidak mampu rnernbayar dapat diberikan krantuan sementara.

c. treningkatan Partisipasi Wajib Pa.jak/Retribusi:

Dengan adanya opsi Ker"inga::an, Pengur"angflfl, PernLrehasan dan

Penundaan Pemtlayaran atas pokok danT'atau sanksi Pajak dan Retribusi

Daerah, dil"rarapkan lebil:" banyal< w:ajih pajak/retribusi ]=aiig dapai

memenuhi kewajilrannlra, sehingga meningkatkan penrlapatan daerah.

.1. Penyelenggaraan Peml:angurtan Daer:ah :

Pendapatan daerah dari pajak dan retribusi digr-rnakan untuk membia5.ai

p*mtrangilrrafl dan pelaS.ap*r* publik. Dengan adanya Keringan;rn,

Penguranga,n, Pembebasan dan Peni-rndaan Pemhavaran a"tas p*k*k



danfatau sanksi Pajak dan Retribusi Daerah, diharapkan pemerintah

daerah tetap dapat menjalankan tugasnya dalam pembangunal dan

pelaS.anan publik" meskipun ada q.ajib pajaklretri]:usi ]rang mengalami

kesulitan.

e. Penyelenggaraan Ketertiban Hukum :

Femberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan

Pernbayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak clan Retribusi lfaera"h harus

ditrakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan peraturan yang berielku,

sehingga dapat menjamin ketertiban hukum daiam pelaksanaan

perpajakan da*rah cian retritrusi daerah.
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BAB III
MA?EIII IfiIIATAIiT I'EKA?IIRAIT I(EIIALA I}AERAH

A" Sasaran, Janglauan clan Arah Pengatr-rran

I" Sa.saran

wqiib pqjak yang merr.btltr-rhkan waktu lebih untrrk rnernl:aYa"r

pajak karena berbagai alasan, seperti kesulitan ekonorrri atau

rnasa.lah teknis seperti kesr-rlitar: ekonorni setringga Wajib pei*k

}.allg firenga]atIli kesulitzue rnerllbayar pajak/retribusi dapat

men gaj ukar: penund a.an pernt:aya::an paj ak sela-r:j utnya masal ah

teknis Wajilr pa1aklretritrusi yang rnengalarni rrrasalah- tetrc:is

dalarn pertrbayarare pdaki retribusi da-pat mengajr-lkatt

penundaar:."

U. Jangkauan
Perrjelasan yang d.isusun pada akhirnya" rrengara}.kan pada

rfi.11ata11 ya6g ada. di rtalarn rarrcanga::r perarturan bupati y*ng

clisusun. Jangka,uan dalarrr rancallgan perattlran bupati ini pa"da

dasarrrya rnencakup isi yanrg sesuai dengan rnateri rrruratat clalantr

UncLang-Undang Nornor 1 Ta}.rln 2|22 tenta:rg Hutrunga&

Keuargan Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daeral:,

Peraturan Perrrerintah Nornor 35 Tahun 2A23 dan Peraturan

1;laerah Kahupaten Eangka N*mor 7 Tahun 2023 serta muatam

trokal lalnnya yal1g rnertyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi

Perangkat Daerah di laPangarr.

tll. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan:l Bupati tentang

Keringanan, Pengura.ngai?, Pernbebasan dan Penundaan PembaJiararl

atas pokok danlatau sanksi Pajak dan Retribusi Daerah disesuaikan

rtrengam Urrclang-Underrrg Non:.or 1 ?a"hun 2A22 tentang Hutrur:gam

Keuangan Anta::a Pemerinta-h Pusat dan Pernerintahan llaerah
}:eserta Peraturan Pernerintal- Nornor 35 Tahun 2A23 dan

Peraturan Daerah Ka-bupa.texr Bangka Nomor 7 Tahun 2023"

Regulasi tersetrut rnenjadi dasar bagr pernerirrtah daeratr uretuk

rrrernberikarr Kerifi gaflan, Pengurangan, Pembetrasan dan Penundaan



trenil:a_varan atas pokok danfatau sanksi Pajak dan Retritrusi Daerah.

Berdasarkarr peraturan ter:sebut, Perrrerintah Daerah dap*rt

mengopti:nalkan dam ::reningfuatkarr pendapatan asli daerah

dengan tetap rne.mpet'hatikan dinanrika sosia"l, bud,aya,

perekonorrriarr dan iklim investasi di virilayah Kabupaten Eangka"

B. Ruang Lirigkup Materi

Ruang linskup Materi Raperbup tentartg pemherian kerjnganan,

pengurangan, pembebasan, da* penundaan pernba-rraran atas pckck

danfatau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah ada-lah seLragai

herikut :

a" Ketentuarr l"irrmm

1:" Pemberian Keringan, Fengurangan, Pembebasan dan Penundaan

Fembayara-n atas pokok danfatau sanksi Pajak Ilaerah dan Retribusi

ilaerah

c" ?ata Cara Keringanan. Pengurangan, Pembetrasan, Dan Penundaan

Pemha3.aran atas pok+k danf atau sanksi Pajak dan Retribusi

11. Idetentuan Penutup

"!



BAg TV

PIT{I}TUP

A. Simprrlan
Berdasarkan pada uraian sebelumnya. rnaka dapat disirnpulkan

seLra.gal trerikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Norrror 1 Tahun 2422 tentang

Pemerintah Pusat elan Pcmerintahar:. Daerah, Per:atrrra;r

Pernerinta}. Noneor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umurn Pajak

Ilaerah dan Retribr"lsi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupate*

Bangka Nornor 7 Tahr-rn 2S23 tentang Pajak Daerah dan R.etribuci

Daerah rnaka Pemerintah da,erah rnerrrpunyai kewajiban untuk
raenindaktanjuti annana}. dari peraturan peraturan dimaksnd

salah satunya rnen)rnlsun Raperirup tentang tentang Tata Cara

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penunda*:t

Pembayaran atas pokok danfatau sanksi Pajak Daerah dan Retrihusi

Daerah.

?. Penyusunan Raperbup tentarrg tentang Tata Cara Pemberian

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembalraran

atas pokok dano/atau sanksi Pajak Da.erah dan RetriLrusi Daer*-h

disusun dengan mengacll pad*" tiga landasan utama yaitu landasan

filcsofis, landasan sosiologis dan landasan l'uridis. Pada landasan

filosofis rancangan peraturan hupali disusun dengan beriandaskan

pada dua pedoman utama dalam bernegara yaitu Pancasila dan UI-ID

1945. Pada landasan scsinlogis ra.ncangan peraturan tmpati disusrin

dengan berlandaskan pada paiing tidak tiga konsep besar 3,aitu

peningkatan peiayanafl puhlik, kernudahan berusaha, dan peningkatan

pendapatan daerah. Pada aspek Yuridis maka trandasan

utamanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2422 tentang

Pernerintah Pusat dam Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerint*h

Nomar 35 Tahun 2O23 dan Peraturan Daerah l{abupaten Bangka Nomor

7 Tahun 2423"

B. Saran

Berdasarkan pa.da kesirnpulan yang diperoleh maka dapat
disarnpaikan saran bahwa perlu ditrakukan penyu$urran terhadap

B



peratltrarr trupati yalag mengatur Tata Cara Pemberian Keringanan,

Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pemtra-varan atas pokok

daa/atau sanksi Pajak Daeralr dan Retribusi Daerah dengan

berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Pernerintah Pusat dan Femerintahan Daerah Peraturan Pemerintah

N*nror 35 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Norior 7

Taltun 2423.

Sungailiat, Mei 2025
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